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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/37/KEP/413.013/2019

TENTANG

PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang - a. bahwa dalam rangka  penyusunan  neraca
Pemerintah Daerah, pemanfaatan atau
pemindahtanganan barang milik daerah dan untuk
mendapatkan nilai yang wajar sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan perlu dilakukan
penilaian barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 65
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, perlu menunjuk Penilai Barang Milik
Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan
menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41},
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa



Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234};

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533};

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041),

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



Menetapkan,
KESATU

KEDUA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036),

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

11. Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4

Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah  Kabupaten
Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 14};

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten Lamongan sebagai berikut :
a. Penilai Pemerintah yang unsurnya terdiri dari :
1. Tim Penilai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Provinsi Jawa Timur;dan
2. Tim Penilai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Surabaya.
b. Penilai Publik yang berasal dari Kantor Jasa Penilai
Publik yang ditunjuk berdasarkan perjanjian
kontrak kerja.

Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU,

mempunyai tugas :

a. melakukan inventarisasi terhadap barang milik
daerah yang akan dilakukan penilaian;

b. melakukan pengumpulan data dan survei lapangan
kemudian melakukan analisis data untuk
menentukan pendekatan penilaian sampai dengan
pembuatan laporan;



c. melakukan penilaian barang milik daerah untuk
menentukan estimasi nilai wajar barang milik
daerah;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya kepada Bupati.

KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2J anuari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;

9. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;

3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Penilai dimaksud.
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